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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan
dengan adanya UU No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina
mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal
Memperoleh Kewarganegaraan 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai
Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh
Kewarganegaraan 1963; UU No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak
Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia 1987; UU No. 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri dan pengakuan hak warga negara Indonesia atas
perlakuan yang sama dimuka hukum termasuk hak perlindungan hukum dalam
Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam realitanya pemerintah telah
mengakomodir hak-hak warga negaranya di luar negeri untuk memperoleh
perlindungan hukum.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia wanita yang
menjadi korban kekerasan fisik di luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah
Indonesia melalui Pejabat Diplomatik dan Konsulernya telah sesuai dengan
kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negaranya dalam UU No. 37 Tahun

1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
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Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi para Pejabat Diplomatik dan Konsuler
Indonesia yang merupakan perwakilan Indonesia di Luar Negeri, telah
melaksanakan ketentuan tentang tugas atau fungsi Pejabat Diplomatik dan Konsuler
dalam Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963. Jadi, Indonesia tidak sekedar

meratifikasi saja tetapi juga melaksanakan isi Konvensi dengan itikad baik.

. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang ada, maka diajukan saran-
saran sebagai berikut:

1. Agar upaya perlindungan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia yang menjadi
korban kekerasan fisik di luar negeri khususnya di Malaysia berjalan lebih
efektif, maka sudah saatnya Indonesia meratifikasi International Convention on
the Protection of the Rights of All Migrdnt Workers and Members of Their
Families 1990 dimana dengan meratifikasi konvensi ini tenaga kerja wanita
Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang kuat karena didasarkén
Konvensi Internasional serta hal itu dengan sendirinya akan meningkatkan citra
Indonesia di dunia internasional sebagai bangsa yang bertanggung jawab dan
peduli terhadap nasib warga negaranya.

2. Pemerintah Indonesia pemerintah Indonesia dan Malaysia sebaiknya membuat
suatu perjanjian bilateral berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia di bidang
informal khususnya tenaga kerja wanita. dalam perjanjian bilateral ini

sebaiknya tercantum tentang:
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. Kewajiban masing-masing negara terhadap tenaga kerja Indonesia karena

Malaysia tidak memiliki Undang-Undang khusus tentang perlindungan
buruh migran.

. Ketentuan upah minimum bagi tenaga kerja Indonesia di sektor informal,
karena Malaysia tidak memiliki peraturan tentang batas minimum upah
bagi tenaga kerja Indonesia. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan
upah bagi tenaga kerja Indonesia akan sama dengan upah tenaga kerja
Filipina karena menurut Kasubag Evaluasi Lapangan Dirjen PPTKLN
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, ketentuan
tentang upah minimum tenaga kerja Filipina telah dimiliki Malaysia
sehingga gaji tenaga kerja Indonesia hanya setengah dari tenaga kerja

Filipina yang berada di Malaysia.
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